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ABSTRAKSI

Pemilu pada 3 juli 1971 merupakan tonggak dari proses interaksi antar
partai politik saat itu. Dimana keputusan-keputusan politik tidak hanya berkisar
pada terbentuknya sebuah jenis pemerintahan di suatu daerah, namun juga
mempengaruhi terbentuknya keputusan-keputusan penting yang menyangkut
hidup orang banyak di Surabaya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Surabaya
merupakan sebuah perangkat yang bertugas menyaring aspirasi dan kehendak
rakyat, menemukan jalan terbaik bagi aspirasi dan kehendak tersebut, sekaligus
mewujudkannya dalam sebuah keputusan dengan bentuk Peraturan Daerah.
Sehingga DPRD Kodya Surabaya merupakan sebuah badan legislatif yang sangat
penting dan berhubungan langsung dengan berjalannya aktivitas di Surabaya.

Sejak penentuan keanggotaan DPRD Kodya Surabaya ditentukan oleh
stabilitas politik terkini, maka keberhasilan dari kekuatan-kekuatan politik untuk
dapat menjalankan fungsi dan peranannya, tidak saja diukur dari apa yang dicapai
namun dipandang melalui akibat dari proses interaksi antar partai politik.

Proses interaksi antar partai politik tersebut banyak dipengaruhi adanya
dominasi golongan tertentu dalam dewan. Situasi dan kondisi ini mempunyai
implikasi terhadap mayoritas anggota dan suara dalam dewan. Banyak keputusan
yang dihasilkan tanpa melalui banyak perdebatan. Kalaupun sidang berjalan alot,
maka keputusan yang dihasilkan bisa diperoleh dari lobi antar anggota fraksi yang
tentu saja sarat dengan proses tawar-menawar berbagai kepentingan golongan.

Keputusan dewan dalam bidang ekonomi sendiri pada saat itu lebih
didasarkan pada panduan dari Pemerintah Pusat. Terbukti dengan diteruskannya
panduan pembangunan dari Badan Pembangunan Nasional kedalam panduna
Bandan Pembangunan Darah. Terlebih lagi, kebijakan Pemerintah Pusat yang
bertumpu pada investasi dan hutang luar negeri, diterjemahkan menjadi
menaikkan tarif-tarif yang berlaku di masyarakat. Banyaknya kenaikan tarip
seakan mengalihkan perhatian anggota dewan yang seharusnya bisa lebih
mengoptimalkan pendapatan dari sektor formal, justru menambah beban
masyarakat tanpa memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan sebagai
timbal baliknya.

Berbagai hal yang tersebut diatas, semakin mempertegas kenyataan bahwa
telah terjadi pergeseran kewenangan dalam tubuh DPRD. Seharusnya DPRD yang
bertugas menyaring aspirasi dan kehendak rakyat serta menemukan jalan terbaik
bagi aspirast dan kehendak tersebut belum bisa menjalankan fungsinya
sebagaimana mestinya. DPRD Kotamadya Surabaya pada akhirnya hanya
berperan sebagai badan legalitas berbagai kepentingan kelompok mayoritas
didalamnya.
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